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ABSTRAK 

TINJAUAN TENTANG PERJANJIAN MERIAS PENGANTIN ANTARA 
KONSUMEN DENGAN SALON YAMANO MEDAN MENURUT 

KUHPERDATA 

OLEH 
ASTUTY RAHMA WIY AH 

NPM: 10 840 0132 
BIDANG HUKUM KEPERDAT AAN 

Pembahasan yang akan dilakukan adalah tentang pelaksanaan perJanJtan 
merias pengantin yang terjadi antara pihak yang merias yaitu frofesi merias pengantin 
dengan keluarga pengantin di Salon Y amano Medan. Adapun permasalahan yang 
akan diangkat dalam skripsi ini adalah :bagaimana prosedur peJjanjian merias 
pengantin di Kecamatan Medan Helvetia Kota Medan, dan bagaimana sistem 
pembayaran dalam peijanjian merias pengantin di Kecamatan Medan Helvetia Kota 
Medar1. 

Sebagai suatu bentuk usaha tentunya hubungan merias pengantin adalah suatu 
hubungan peijanjian antara pihak yang dirias yang diwakili oleh keluarga pengantin 
dengan profesi merias pengantin. Artinya peristiwa merias pengantin tersebut teJjadi 
karena adanya kesepakatan antara pihak yang dirias dengan profesi merias pengantian 
tentang suatu hal pekeijaan merias pengantin serta aspek lainnya yang terkait. 

Untuk membahas permasalahan tersebut maka dilakukan penelitian secara 
kepustakaan dan penelitian lapangan yang dilakukan di Salon Y amano Medan. 

Hasil penelitian dan pembahasan menjelaskan prosedur peJjanjian merias 
pengantin di Kecamatan Medan Helvetia Kota Medan dilakukan berdasarkan 
kebiasaan yang berlaku di bidang kegiatan periasan pengatin meliputi semua aspek 
kosmetika dan juga pakaian pengantin. Sistem pembayaran dalam perjanjian merias 
pengantin di Kecamatan Medan Helvetia Kota Medan dilakukan secara cash dan tunai, 
dimana panjar diberikan setelah tercapainya kesepakatan dan sisanya diberikan setelah 
acara pengantinan selesai dilaksanakan. Untuk mengantispasi terjadinya kerugian dari 
masing-masing pihak hendaknya dalam hal peJjanjian merias pengantisin dilakukan 
berdasarkan suatu sistem peijanjian yang dilakukan secara tertulis atau kalau perlu 
dalam jumlah yang sedemikian besar maka dilakukan di depan notaris sehingga 
peijanjian tersebut menjadi lebih kuat. Sistem pembayaran yang selama ini dilakukan 
hendaknya tetap dilaksanakan karena pembayaran amat sangat penting dalam kelang
sungan usaha merias pengantin. Penyelesaian sengketa secara musyawarah hendaknya 
dapat dipertahankan oleh para pihak apabila timbul sengketa di belakang hari. 
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BABI 

PENDAHULUAN 

Di dalam masyarakat yang sedang berkembang seperti sekarang ini, 

kebutuhan manusia akan semakin kompleks jika dibandingkan dengan · 

kebutuhan manusia pada zaman dahulu dimana manusia hanya membutuhkan 

makan dan tempat tinggal untuk kelangsungan hidup sendiri dan keluarganya. 

Dalam perkembangan selanjutnya semakin terasa bagi mereka bermacam

macam kebutuhan yang harus mereka penuhi, seperti kebutuhan akan tempat 

tinggal, pakaian, pengetahuan, hiburan dan lain sebagainya. 

Kondisi di atas menggambarkan suatu masyarakat yang sebagian besar 

kehidupannya berkedudukan sebagai konsumen dan memiliki hubungan yang 

sangat erat sekali dengan penyediaan berbagai sarana dan prasarana yang terus 

berkembang di tengah masyarakat. 

Pada sisi lain perkawinan adalah suatu hal yang sangat fundamental 

dan sakral di tengah masyarakat. Oleh sebab itu maka berbagai upacara baik 

itu jenis dan bentuknya ditemukan di tengah masyarakat sesuai dengan adat 

istiadat yang berlaku. Bentuk upacara pernikahan tersebut dikenal dalam dua 

bentuk yaitu: 

1. Upacara pemikahan secara tradisional dilakukan menurut aturan-aturan 

adat setempat. Indonesia memiliki banyak sekali suku yang masing-masing 

memiliki tradisi upacara pemikahan sendiri. Dalam suatu pemikahan 

campuran, pengantin biasanya memilih salah satu adat, atau ada kalanya 
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pula kedua ad~t itu dipergunakan dalam acara yang terpisah. 

2. Upacara pernikahan modem dilakukan dengan mengikuti aturan-aturan 

dari luar negeri. Biasanya gaya yang dipakai adalah gaya Eropa. 

Pemikahan yang dilakukan dengan aturan Islam mungkin dapat juga 

dimasukkan ke dalam kategori upacara pemikahan modem. 

Demikian pentingnya upacara peinikahan bagi pihak yang 

melangsungkannya mengakibatkan timbul dan lahimya berbagai usaha di 

bidang upacara pemikahan termasuk profesi merias pengantin. Profesi merias 

pengantin dibutuhkan dan rangka pelaksanaan upacara perkawinan. Bidang 

tugas dari profesi ini adalah agar pengantin tampak cantik sewaktu mengikuti. 

upacara perkawinan. 

Sebagai suatu bentuk usaha tentunya hubungan menas pengantin 

adalah suatu hubungan perjanjian antara pihak yang dirias yang diwakili oleh 

keluarga pengantin dengan profesi merias pengantin. Artinya peristiwa merias 

pengantin tersebut tetjadi karena adanya kesepakatan antara pihak yang dirias 

dengan profesi merias pengantian tentang suatu hal pekerjaan merias pengantin 

serta aspek lainnya yang terkait. 

Hubungan perjanjian merias pengantin di atas tidak dapat dipisahkan 

keberadaannya dengan ketentuan-ketentuan umum tentang petjanjian 

sebagaimana diatur di dalam Buku III KUH Perdata. Salah satu bunyi isi Buku 

III KUH Perdata Pasal 1320 yaitu : 

Untuk sahnya persetujuan-persetujuan diperlukan empat syarat : 
1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya -
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2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan 
3. Suatu hal tertentu 
4. Suatu sebab yang halal. 

Dengan adanya bunyi Pasal 1320 KUH Perdata tersebut maka 

kesepakatan dalam perjanjian merias pengantin tidak terlepas dari hal~hal yang 

diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata. 

Hal-hal · di ataslah merupakan alasan mengapa penulis bemiat untuk 

menelitinya. Khususnya tentang kesepakatan-kesepakatan yang diambil serta 

akibat hukumnya dalam suatu perjanjian merias pengantin di Kecamatan 

Medan Helvetia Kota Medan. 

A. Pengertian dan Penegasan Judul 

Judul yang diajukan sebagai bahan penelitian adalah "Tinjauan 

Tentang Perjanjian Merias Pengantin Antara Konsumen dengan Salon 

Yamano Medan Menurut KUH Perdata. 

Sebelum lebih jauh membahas tentang judul di atas maka akan 

diberikan pengertian atas judul terse but. 

Tinjauan Hukum, berarti penilaian atas suatu keadaan yang telah terjadi. 1 

Terhadap berarti tentang sesuatu hal? 

Perjanjian adalah suatu perhubungan hukum mengenai harta benda 

kekayaan antara dua pihak, yang mana satu pihak berjanji atau dianggap 

1 W.J.S. Poerwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia, PN. Balai Pustaka, Jakarta, 
1992, hal. 1078. -

2 Ibid, hal. 327. 
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berjanji untuk melakukan suatu hal atau untuk tidak melakukan sesuatu hal, 

sedang pihak lain berhak,.:nenuntut pelaksanaan janji itu. 3 

Merias Pengantin adalah salah satu kegiatan untuk melangsungkan 

pemikahan dimana pasangan yang akan dinikah dirias sedemikian rupa 

sehingga tampil cantik. 

Antara Konsumen dengan Salon Y amano Medan adalah dua pihak yang 

melakukan perjanjian. 

Salon Y amano Medan adalah lokasi penelitian dilakukan. 

Dengan pengertian judul di atas dapat diberikan penegasan judul di 

atas adalah bahwa pada dasamya pembahasan yang akan dilakukan adalah • 

tentang pelaksanaan perjanjian merias pengantin yang terjadi antara pihak 

yang merias yaitu frofesi merias pengantin dengan keluarga pengantin di Salon 

Y amano Medan. 

B. Alasan Pemilihan Judul 

Berdasarkan uraian di atas maka dapat dibuat alasan dari pemilihan 

judul dalam penelitian ini yaitu : 

1. Sebuah perjanjian pada dasarnya dilakukan secara tertulis dimana para 

pihak mengutarakan keinginan serta hak dan kewajiban masing-masing 

pihak dalam perjanjian tersebut. Dengan hal tersebut penulis merasa 

tertarik untuk membahas judul penelitian disebabkan keanekaragaman 

---------------------
3 Wirjono Prodjodikoro, Hukum Perdata Tentang Persetujuan-Persetujuan Tertentu, 

Sumur, Bandung, 1991, hal. 11. 
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upacara perkawinan, apakah dengan keanekaragaman tersebut 

mengakibatkan perjanjian yang dibuat juga dalam bentuk beraneka ragam. 

2. Permasalahan penelitian ini adalah tentang perjanjian, maka terjadinya 

wanprestasi amat dimungkinkan, maka dalam hal ini penulis ingin 

mengetahui akibat hukum dari kelalaian para pihak yang terlibat dalam 

perjanjian merias pengantin di Salon Y amano Medan. 

C. Permasalahan 

Untuk memudahkan dalam mencapai tujuan pembahasan dalam skripsi 

ini, harus lebih dahulu diketengahkan mengenai permasalahannya. Dengan • 

perkataan lain bahwa bagian permasalahan dijadikan pangkal untuk 

pembahasan berikutnya. Dan selanjutnya akan memberikan gambaran akan 

pemecahan permasalahannya. 

Adapun permasalahan yang akan diangkat dalam skripsi ini adalah : 

1. Bagaimana penyelesaian apabila si perias pengantin tidak melaksanakan 

kewajibannya sesuai dengan yang diperjanjikan? 

2. Bagaimana akibat jika para pihak tidak melakukan prestasi sesuai dengan 

yang dipetjanjikan? 

D. Bipotesis 

Penelitian yang dilakukan untuk keperluan penulisan ilmiah pada 

umumnya membutuhkan hipotesis, karena hipotesis merupakan jawaban 
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sementara terhadap permasalahan yang sedang diteliti dan kemudian 

kebenarannya harus diuji melalui hasil-hasil penelitian. 

"Sebelum permasalahan-permasalahan yang diajukan, maka permasalahan-

permasalahan ini akan dijawab sementara dalam rumusan hipotesa, karena 

hipotesa merupakan suatu jawaban sementara dari suatu permasalahan, maka 

harus diuji kebenarannya denganjalan penelitian ".4 

Dengan demikian maka dapat diberikan hipotesis atas permasalahan 

yang diajukan yaitu : 

1. Penyelesaian apabila si perias pengantin tidak melaksanakan kewajibannya 

sesuai dengan yang diperjanjikan maka pihak yang dirugikan dapat • 

melakukan penuntutan secara keperdataan kepada pihak perias pengantin 

untuk membayar ganti rugi. 

2. Penyelesaian jika si konsumen terlambat melakukan pembayaran kepada si 

perias pengantin sesuai dengan yang diperjanjikan maka dilakukan secara 

musyawarah dan mufakat. 

E. Tujuan Penulisan 

Adapun tujuan Penulisan dalam skripsi ini adaiah untuk : 

1. Untuk memenuhi tugas akhir perkuliahan untuk mendapatkan Gelru; 

Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area. 

2. Untuk memberikan sumbangan kepada masyarakat tentang perjanjian 

4 Abdul Muis, PedoTflan Penulisan Skripsi dan Metode Penelitian Hukum, Diterbitkan 
Olh Fak. Hukum USU, Medan, 1990, hal. 3. 
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merias pengantin serta aspek hukumnya. 

3. Sebagai suatu bentuk sumbangan peneliti bagi almamater penulis ter!.:ang 

perkembangan hukum perjanjian. 

F. Metode Pengumpulan Data 

Di dalam melaksanakan pengumpulan data maupun keterangan yang 

diperlukan dalam penelitian ini penulis menggunakan : 

a. Penelitian Kepustakaan (Library Research). 

Dengan penelitian kepustakaan ini dimaksudkan usaha mempelajari buku

buku, majalah llmiah, bahan perkuliahan dan literatur atau bahan lainn~:a~ 

yang dianggap relevan dengan masalah yang diteliti. 

b. Penelitian Lapangan (Field Research). 

Dalam penelitian lapangan ini, guna memperoleh data atau informasi 

penulis langsung terjun ke lapangan dengan pokok permasalahan dengan 

mengadakan dan mempelajari perjanjian merias pengantin, juga melakukan 

wawancara dengan pihak yang terakit dengan perjanjian merias pengantin 

di Salon Y amano Medan. 

G. Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan dalam skripsi ini disusun dalam lima bab yang 

mana tiap-tiap bab terdiri dari beberapa sub bab, sebagaimana diuraikan 

berikut ini : 
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PENDAHULUAN 

Dalam bab ini akan diuraika~ tentang : Pengertian dan Pengesan 

Judul, Alasan Pemilihan Judul, Permasalahan, Hipotesa, Tujuan 

Penulisan Metode Pengumpulan Data serta Sistematika Penulisan. 

BAB II. PENGERTIAN UMUM TENTANG PERJANJIAN 

Dalam bab ini akan diuraikan tentang Pengertian Perjanjian, Jenis~ 

Jenis Perjanjian, Syarat Sahnya Perjanjian serta Akibat Hukum 

Dari Perjanjian. 

BAB III. PENGERTIAN UMUM TENTANG TENTANG 

PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN MERIAS PENGANTIN -

Dalam bab ini diuraikan tentang : Pengertian Perlindungan 

Konsumen, Hak dan Kewajiban Konsumen dan Pelaku Usaha, 

Pengertian Merias Pengantin serta Para Pihak Dalam Peristiwa 

Merias Pengantin. 

BAB IV. PELAKSANAAN PERJANJIAN PEMASANGAN MERIAS 

PENGANTIN 

Dalam bab· ini akan diuraikan tentang: Prosedur Perjanjian Merias 

Pengantin Di Salon Y amano Medan Serta Akibat Jika Para Pihak 

Tidak Melakukan Prestasi Sesuai Dengan Yang Diperjanjikan. 

BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN 

Dalam bab ini akan diberikan Kesimpulan dan Saran atas 

pembahasan yang telah dilakukan. 
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,. PENGERTIAN UMUM TENTANG PERJANJIAN 

A. Pengertian Perjanjian 

Perjanjian atau persetujuan merupakan terjemahan dari overeenkomst, 

Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) menyatakan 

"suatu persetujuan adalah suatu perbuatan yang mana satu orang atau lebih 

mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain a tau lebih". 

Menurut Subekti, "perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seseorang 

berjanji kepada seseorang lain atau dimana itu saling berjanji untuk 

melaksanakan sesuatu hal". 5 

Ada beberapa penulis yang memakai perkataan persetujuan yang tentu 

saja tidak salah, karena peristiwa termaksud juga berupa suatu kesepakatan 

atau pertemuan kehendak antara dua orang atau lebih untuk melaksanakan 

sesuatu dan perkataan persetujuan memang lebih sesuai dengan perkataan 

Belanda overeenkomst yang dipakai oleh BW, tetapi karena perjanjian oleh 

masyarakat sudah dirasakan sebagai suatu istilah yang mantap untuk 

menggambarkan rangkaian janji-janji yang pemenuhannya dijamin oleh 

hukum.6 

Suatu perjanjian adalah semata-mata suatu persetujuan yang diakui oleh 

hukum. Persetujuan ini merupakan kepentingan yang pokok dalam dunia 

5 R. Subekti, Hukum Perjanjian, (R. Subekti, 1), Intermasa, Jakarta, 1979, hal. I 
6 R. Subekti, Aspek~Aspek Hukum Perikatan Nasional, (R. Subekti, II), Alumni, 

Bandung: 1984, hal. 11. 

9 
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usaha, dan menjadi dasar dari kebanyakan .transaksi dagang seperti jual beli 

barang, tanah, pemberian kredit, asuransi, pengangkutan, pembentukan 

organisasi usaha dan sebegitujauh menyangkutjuga tenaga kerja.7 

Mengenai batasan pengertian perjanjian sebagaimana diatur dalam 

Pasal 1313 KUH Perdata, Para sarjana hukum perdata pada umumnya 

berpendapat bahwa defmisi perjanjian yang terdapat di dalam ketentuan Pasal 

1313 KUH Perdata kurang lengkap dan bahkan dikatakan terlalu luas banyak 

mengandung kelemahan-kelemahan. 8 Tidak lengkap karena yang dirumuskan 

itu hanya mengenai perjanjian sepihak saja. Terlalu luas karena dapat 

mencakup hal· hal janji kawin, yaitu perbuatan di dalam hukum keluarga yang. 

menimbulkan perjanjian juga. Namun istimewa sifatnya karena dikuasai oleh 

ketentuan-ketentuan tersendiri. Sehingga hukum ke III KUH Perdata · secara 

langsung tidak berlaku juga mencakup perbuatan melawan hukum, sedangkan 

di dalam perbuatan melawan hukum ini tidak ada unsur persetujuan. 9 

Berdasarkan pengertian singkat di atas dijumpai di dalamnya beberapa 

unsur yang memberi wujud pengertian perjanjian, antara lain "hubungan 

hukum (rechtbetrekking) yang menyangkut Hukum Kekayaan antara dua 

orang (persoon) atau lebih, yang memberi hak pada satu pihak dan kewajiban 

pada pihak lain tentang suatu prestasi". 

7 Abdulkadir Muhammad, Hukum Perjanjian. Alumni, Bandung, 1986, hal. 93. 
8 Purwahid Patrik, Dasar-Dasar Hukum Perikatan (Perikatan Yang Lahir Dari 

Perjanjian dan Dari Undang-Undang), Mandar Maju, Bandung, 1994, hal. 45. 
9 Mariam Darus Badrulzaman, Aneka Hukum Bisnis, Alumni, Bandung, 2005, hal. 18. 
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Kalau demikian, perjanjianlverbintennis adalah hubungan hukum/ 

rechtbetrekking yang oleh hukum itu sendiri diatur dan disahkan cara 

perhubungannya. Oleh karena itu perjanjian yang mengandung hubungan 

hukum antara perseoranganlperson adalah hal-hal yang terletak dan berada 

dalam lingkungan hukum. 

Itulah sebabnya hubungan hukum dalam pefJanJlan, bukan suatu 

hubungan yang bisa timbul dengan sendirinya seperti yang dijumpai dalam 

harta benda kekeluargaan. Dalam hubungan hukum kekayaan keluarga, dengan 

sendirinya timbul hubungan hukum antara anak dengan kekayaan orang tuanya 

seperti yang diatur dalam hukum waris. Lain halnya dalam perjanjian. Suatu ~ 

perjanjian yang mengikat (perikatan) minimal hams ada salah satu pihak yang 

mempunyai kewajiban karena bila tidak ada pihak yang mempunyai 

kewajiban, maka dikatakan tidak ada perjanjian yang mengikat. 

Hubungan hukum yang terjadi, baik karena perjanjian maupun karena 

hukum, dinamakan perikatan karena hubungan hukum terse but mengikat, yaitu 

kewajiban-kewajiban yang timbul dari adanya perikatan itu dapat dipaksakan 

,secara hukum. Jadi, suatu perjanjian yang tidak mengikat atau tidak dapat 

dipaksakan (unenforceable) adalah bukan perikatan. 10 Tindakan/perbuatan 

hukum yang dilakukan oleh pihak-pihaklah yang menimbulkan hubungan 

hukum perjanjian, sehingga terhadap satu pihak diberi hak oleh pihak yang 

10 Notaris Nurul Muslimah Kurniati, "Kontrak Dan Perikatan", Melalui 
http:/lnotarisnurulmuslimahkurniati.blogspot.com/2009104/kontrak-dan-]l_::.erikatan.html, Diakses 
tanggal 3 Agustus 2013 
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lain untuk memperoleh prestasi. Sedangkan pihak yang lain itupun 

menyediakan diri dibebani dengan kewajiban untuk me:r.unaikan prestasi. 

Berdasarkan hal tersebut maka satu pihak memperoleh haklrecht dan 

pihak sebelah lagi memikul kewajibanlplicht menyerahkan/menunaikan 

prestasi. Prestasi ini adalah objek atau voorwerp dari verbintenis. Tanpa 

prestasi, hubungan hukum yang dilakukan berdasar tindakan hukum, sama 

sekali tidak mempunyai arti apa-apa bagi hukum perjanjian. Pihak yang 

berhak atas prestasi mempunyai kedudukan sebagai schuldeiser atau 

kreditur. Pihak yang wajib menunaikan prestasi berkedudukan sebagai 

schuldenaar atau debitur. 

Hukum kebendaan dikatakan bersifat tertutup, dan karenanya tidak boleh 

ditambah, diubah, dikurangi atau dimodiflkasi oleh orang perorangan atas 

kehendak mereka sendiri, hukum kebendaan, seringkali juga disebut sebagai 

hukum yang memaksa . 11 

Akan tetapi seperti yang telah pemah disinggung di atas, karakter hukum 

kekayaan dalam harta benda keluarga adalah lahir dengan sendirinya, semata-

mata karena ketentuan undang-undang. Vermogenrechtlhukum kekayaan yang 

bersifat pribadi dalam perjanjian/verbintenis baru bisa tercipta apabila ada 

tindakan hukumlrechthande.ling. 

Sekalipun yang menjadi objek atau vorwerp itu merupakan benda, 

namun hukum perjanjian hanya mengatur dan mempermasalahkan hubungan 

11 Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, Kebendaan Pada Umumnya, Kencana, Jakarta, 
2003, hal. 21. 
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benda/kekayaan yang menjadi objek perJanJian antara pribadi tertentu 

(bepaalde persoon). 

Selanjutnya dapat dilihat perbedaan antara hukum bendaJzakenrecht 

dengan hukum perjanjian. 

a. Hak kebendaan melekat pada benda dimana saja benda itu berada, jadi 

mempunyai droit de suite. 

b. Semua orang . secara umum terikat oleh suatu kewajiban untuk 

menghormati hak seseorang atas benda tadi, in violable et sacre. 

c. Si empunya hak: atas benda, dapat melakukan segala tindakan sesukanya 

atas benda tersebut. 

Kalau hukum kebendaan bersifat hak yang absolut, hukum kebendaan 

dalam perjanjian adalah bersifat " hak relatif "lrelatief recht. Dia hanya 

mengatur hubungan antara pribadi tertentu. Bepaalde persoon, bukan terhadap 

semua orang pemenuhan prestasi dapat dimintanya. Hanya kepada orang yang 

telah melibatkan diri padanya berdasar suatu tindakan hukum. J adi hubungan 

hukum I recht berrekking dalam perjanjian hanya berkekuatan hukum antara 

orang-orang tertentu saja. 12 

Hanya saja dalam hal ini perlu diingatkan, bahwa gambaran tentang 

pengertian hukum benda yang diatur dalam BW dalam Buku II, yang 

menganggap hak kebendaan itu "inviolable et sacre" dan memiliki droit de 

12Universitas Sumatera Utara, "Tinjauan Umum Tentang Kompensasi", 
http://repository. usu. ac. id/bitstream/123456789125397 /3/Chapter%201Jpdf Diakses tanggal 17 
Agustus 2013. 
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suite, tidak mempunyai daya hukum lagi. Sebab dengan. berlakunya Undang

Undang Pokok Agraria No.5 Tahun 1960 sesuai dengan asas unifikasi hukum 

pertanahan, Buku II Burgelijk Wetboek (BW) tidak dinyatakan berlaku lagi. 

Terutama mengenai hubungan tanah dengan seseorang, tidak lagi 

ditekankan pada faktor hak. Tetapi dititik beratkan pada segi penggunaan dan 

fungsi sosial tanah, agar selaras dengan maksud dan jiwa pada Pasal 33 ayat 3 

Undang-Undang Dasar 1945. 

Seperti telah dikemukakan di atas, pada umumnya hak yang lahir dari 

perjanjian itu bersifat hak relatif, artinya hak atas prestasi baru ada pada 

persoon tertentu, jika hal itu didasarkan pada hubungan hukum yang lahir atas • 

perbuatan hukum. 

Akan tetapi ada beberapa pengecualian: 

a. Sekalipun tidak ada hubungan hukum yang mengikat antara dua orang 

tertentu (bepaalde persoon), verbintenis bisa terjadi oleh suatu 

keadaan/kenyataan tertentu. Misalnya karena pelanggaran kendaraan. 

b. Atau oleh karena suatu kewajiban hukum dalam situasi yang nyata, dapat 

dikonkritisasi sebagai verbintenis. Sekalipun sebelumnya tidak ada 

hubungan hukum antara dua orang tertentu, seperti yang dapat dilihat pada 

Waterkraan Arrest (H.R. 10 Juni 1910). 13 

Verbintenislperjanjian mempunyai sifat yang dapat dipaksakan. Dalam 

perjanjian, kreditur berhak atas prestasi yang telah diperjanjikan. Hak 

13 Ibid. 
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mendapatkan prestasi tadi dilindungi oleh hukum berupa sanksi. Ini berarti 

kreditur diberi kemampuan oleh hukum untuk memaksa kreditur 

menyelesaikan pelaksanaan kewajiban/prestasi yang mereka perjanjikan. 

Apabila debitur enggan secara sukarela memenuhi prestasi, kreditur dapat 

meminta kepada Pengadilan untuk melaksanakan sanksi; baik berupa eksekusi, 

ganti rugi atau uang paksa. Akan tetapi tidak seluruhnya verbintenis 

mempunyai sifat yang dapat dipaksakan. 

Pengecualian terdapat misalnya pada natuurlijke verbintenis. Dalam hal 

ini perjanjian tersebut bersifat tanpa hak memaksa. Jadi natuurlijk verbintenis 

adalah perjanjian tanpa mempunyai kekuatan memaksa. Dengan demikian, • 

perjanjian dapat dibedakan antara: 

a. Perjanjian tanpa kekuatan hukum (zonder rechtwerking). 

Perjanjian tanpa kekuatan hukum ialah perjanjian yang ditinjau dari segi 

hukum perdata tidak mempunyai akibat hukum yang mengikat. Misalnya 

perjanjian keagamaan, moral, sopan santun dan sebagainya. 

b. Perjanjian yang mempunyai kekuatan hukum tak sempurna seperti 

natuurlijke verbintenis. 

Ketidak sempumaan daya hukumnya terletak pada sanksi memaksanya, 

yaitu atas keengganan debitur memenuhi kewajiban prestasi, kreditur tidak 

diberi kemampuan oleh hukum untuk melaksanakan pemenuhan prestasi. 

Jadi tidak dapat dipaksakan. 

c. Verbintenis yang sempuma daya kekuatan hukumnya, Disini pem~nuhan 
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dapat dipaksakan kepada debitur jika ta ingkar secara sukarela 

melaksanakan kewajiban prestasi. Untuk itu kreditur diberi ,.hak_ oleh 

hukum menjatuhkan sanksi melalui tuntutan eksekusi pelaksanaan dan 

eksekusi riel, ganti rugi serta uang paksa. 

Hukum adalah rangkaian peraturan-peraturan mengenai tingkah laku 

orang-orang sebagai anggota suatu masyarakat dan bertujuan mengadakan tata 

tertib diantara anggota-anggota masyarakat. Ini berarti bahwa unsur hukum 

baru dapat dianggap ada, apabila suatu tingkah laku seseorang sedikit banyak 

menyinggung atau mempengaruhi tingkah laku dengan kepentingan orang lain. 

Wirjono Prodjodikoro, berpendapat: "Bahwa dalam hal gangguan oleh • 

pihak ketiga, pemilik hak benda dapat melaksanakan haknya terhadap 

siapapun juga, adalah sifat lain dari hak benda yaitu sifat absolut. Sedangkan 

dalam hukum perjanjian seseorang yang berhak, dapat dibilang mempunyai 

hak tak mutlak yaitu hanya dapat melaksanakan haknya terhadap seorang 

tertentu yakni orang pihak lain yang turut membikin perjanjian itu ". 14 

Suatu perhubungan hukum mengenai suatu benda, hukum perdata 

membedakan hak terhadap benda dan hak terhadap orang. Meskipun suatu 

perjanjian adalah mengenai suatu benda, perjanjian itu tetap merupakan 

perhubungan hukum antara orang dengan orang, lebih tegasnya antara orang 

tertentu dengan orang lain tertentu. Artinya, hukum perdata tetap memandang 

suatu perjanjian sebagai hubungan hukum, di mana seorang tertentu, 

-

14 Wiljono Prodjodikoro. Azas-Azas H;kum Perjanjian. Mandar Maju, Bandung, 2011. 
hal. 9. 
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berdasarkan atas 

orang lain tertentu berhak menuntut,.. pelaksanaan kewajiban itu. Misalnya, A 

dan B membuat perjanjian jual beli, yaitu A adalah penjual dan B adalah 

pembeli, dan barang yang dibeli adalah sebuah lemari tertentu yang berada di 

dalam rumah A. Harga pembelian sudah dibayar, tetapi sebelum lemari 

diserahkan kepada B, ada pencuri yang mengambil lemari tersebut, sehingga 

lemari tersebut jatuh ke tangan seorang ketiga (C). Dalam hal ini B hanya 

berhak menegur A supaya lemari diserahkan kepadanya, dan B tidak dapat 

langsung menegur C supaya lemari tersebut diserahkan kepadanya. 

Sifat hukum perjanjian ini berbeda dengan sifat hukum kebendaan. 

Pada hukum benda, hubungan hukum itu terjadi antara orang dengan benda. 

Sedangkan pada hukum perjanjian, hubungan hukum itu terjadi antara orang 

dengan orang berdasarkan perjanjian yang dibuat orang-orang tersebut. 

Dengan sifat hukum perjanjian, yakni sifat perorangan, maka para 

pihak dapat dengan bebas menentukan isi dari perjanjian yang mereka buat, 

asal saja tidak melanggar ketertiban umum dan ke~usilaan, yang artinya hukum 

perjanjian itu menganut s~stem terbuka. 

Pasal-pasal dari hukum perjanjian ini merupakan hukum pelengkap, 

yaitu pasal-pasal itu dapat dikesampingkan apabila dikehendaki, oleh para 

pihak yang membuat perjanjian, mereka diperbolehkan mengatur sendiri 

sesuatu soal, namun tidak boleh melanggar ketertiban umum dan kesusilaan. 

KUH Perdata, hal ini dapat dilihat dalam Pasal 1338 ayat (1) yang 

mengatakan bahwa: "Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai 
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undang-undang bagi mereka yang membuatnya". 

,. Uraian di atas juga dikenal asas kebebasan berkontrak. Hukum tidak 

pemah berhubungan dan tidak perlu mengetahui apa yang melatar belakangi 

dibuatnya suatu petjanjian, melainkan cukup bahwa prestasi yang dijanjikan 

untuk dilaksanakan yang diatur dalam petjanjian yang dibuat oleh para pihak 

tidak mengandung unsur-unsur yang bertentangan dengan undang-undang, 

kesusilaan dan ketertiban umum. 15 

Dikarenakan hukum perjanjian itu adalah merupakan peristiwa hukum 

yang selalu terjadi dalam kehidupan bermasyarakat, sehingga apabila ditinjau 

dari segi yuridisnya, hukum petjanjian itu tentunya mempunyai perbedaan 

satu sama lain dalam arti kata bahwa perjanjian yang berlaku dalam 

masyarakat itu mempunyai coraknya yang tersendiri pula. Corak yang berbeda 

dalam bentuk perjanjian itu, merupakan bentuk ataujenis dari perjanjian. 

Bentuk atau jenis petjanjian tersebut, tidak ada diatur secara terperinci 

dalam undang-undang, akan tetapi dalam pemakaian hukum perjanjian oleh 

masyarakat dengan penafsiran pasal dari KUH Perdata terdapat bentuk atau 

jenis yang berbeda tentunya. 

B. Jenis-Jenis Perjanjian 

Bentuk atau jenis perjanjian tersebut, tidak ada diatur secara terperinci 

dalam undang-undang, akan tetapi dalam pemakaian hukum perjanjian oleh 

15 Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian. Raja 
Grafmdo Persada, Jakarta, 2003, hal. 47. 
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masyarakat de-ngan penafsiran pasal dari KUH Perdata terdapat bentuk atau 

jenis yang berbeda tentunya. 

Perbedaan tersebut dapat dikelompokkan sebagai berikut: 

a. Perjanjian Timbal Balik 

Perjanjian timbal balik adalah perjanjian yang memberikan hak dan 

kewajiban kepada kedua belah pihak. Misalnya : jual beli, sewa-menyewa. 

Dari contoh ini, dapat diuraikan tentang apa itu jual beli. 

Dari sebutan jual-beli ini tercermin kepada kita memperlihatkan dari 

satu pihak perbuatan dinamakan penjual, sedangkan di pihak lain dinamakan 

pembeli. Dua perkataan bertimbal balik itu, adalah sesuai dengan istilah 

Belanda Koop en verkoop yang mengandung pengertian bahwa, pihak yang 

satu Verkoop (menjual), sedangkan koopt adalah membeli. 16 

b. Perjanjian Sepihak 

Perjanjian sepihak merupakan kebalikan dari pada perjanjian timbal 

balik. Perjanjian sepihak adalah perjanjian yang memberikan kewajiban 

kepada satu pihak dan hak kepada pihak lainnya. Contohnya: Perjanjian hibah. 

c. Perjanjian cuma-cuma dan perjanjian dengan alasan hak yang membebani 

Perjanjian cuma-cuma atau percuma adalah perjanjian yang hanya 

memberi keuntungan pada satu pihak, misalnya: Perjanjian pinjam pakai. Pasal 

16 R. Subekti, Aneka Perjanjian, (R. Subekti, III), Citra Aditya Bakti, Bandung, 1982, hal. 
2. 
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1740 KUH Perdata menyebutkan bahwa : Pinjam pakai adalah suatu perjanjian 

dengan mana pihak yang satu memberikan suatu barang kepada pihak yang 

lainnya, untuk dipakai dengan cuma-cuma dengan syarat bahwa yang 

menerima barang ini setelah memakainya atau setelah lewatnya waktu tertentu, 

akan mengembalikannya kembali. 

Sedangkan perjanjian atas behan atau alas hak yang membebani, adalah 

suatu perjanjian dalam mana terhadap prestasi ini dari pihak yang satu selaln 

terdapat kontra prestasi dari pihak lainnya, dan antara kedua prestasi ini ada 

hubungannya menurut hukum. Kontra prestasinya dapat berupa kewajiban 

pihak lain, tetapi juga pemenuhan suatu syarat potestatif (imbalan). Misalnya ~ 

A menyanggupi memberikan kepada B sejumlah uang, jika B menyerah 

lepaskan suatu barang tertentu kepada A . 

d. Perjanjian bemama dan perjanjian tidak bemama 

Perjanjian bemama adalah perjanjian yang mempunyai nama sendiri, 

maksudnya bahwa perjanjian itu memang ada diatur dan diberi nama oleh 

Undang-undang. Misalnya jual-beli; sewa-menyewa; perJanJtan 

pertanggungan; pinjam pakai dan lain-lain. Sedangkan perjanjian tidak 

bemama adalah merupakan suatu perjanjian yang munculnya berdasarkan 

praktek sehari-hari. Contohnya: Perjanjian sewa-beli. Jumlah dari perjanjian 

ini tidak terbatas banyaknya. 

Lahimya perjanjian ini dalam praktek adalah berdasarkan adanya suatu 
-

azas kebebasan berkontrak, tmtuk mengadakan suatu perjanjian atau yang 
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lebih dikenal Party Otonomie, yang berlaku di dalam hukum perikatan. 

e. Perjanjian Kebendaan dan Perjanjian Obligatoir 

Perjanjian kebendaan adalah perjanjian untuk memindahkan hak milik 

dalam perjanjian jual beli. Perjanjian kebendaan ini sebagai pelaksanaan 

perjanjian ob/igatoir. 

Perjanjian obligator adalah perjanjian yang menimbulkan perikatan, 

artinya sejak terjadinya perjanjian timbullah hak dan kewajiban pihak-pihak. 

f. Perjanjian Konsensual dan Perjanjian Real 

Perjanjian konsensual adalah perjanjian di p,ntara kedua belah pihak • 

yang telah tercapai persesuaian kehendak untuk mengadakan perikatan. 

Menurut KUH Perdata, perjanjian ini sudah mempunyai kekuatan mengikat 

(Pasal 1338 KUH Perdata). Namun demikian di dalam KUH Perdata ada juga 

perjanjian-perjanjian yang hanya berlaku sesudah terjadi penyerahan barang. 

Misalnya perjanjian penitipan barang (Pasal 1694 KUH Perdata), pinjam pakai 

(Pasal 1740 KUH Perdata). Perjanjian yang terakhir ini dinamakan perjanjian 

riil yang merupakan peninggalan hukum Romawi". 17 

Dari uraian diatas tergambar bahwa perjanjian penitipan merupakan 

sauatu perjanjian reat jadi bukan suatu perjanjian yang baru tercipta dengan 

adanya suatu penyerahan yang nyata yaitu memberikan barang yang dititipkan. 

---------------------
17 Mariam Darus ·Badrulzaman, Op.Cit., hal. 21. 
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C. Syarat Sahnya Perjanjian 

Untuk sahzya suatu perjanjian harus dipenuhi ketentuan-ketentuan 

yang diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata yaitu : 

a. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya 

b. Calmp untuk membuat suatu perjanjian 

c. Mengenai suatu hal tertentu 

d. Suatu sebah yang halal. 

Dua syarat yang pertama, dinamakan syarat-syarat subyektif, karena 

mengenai orang-orangnya atau subyeknya yang mengadakan perjanjian, 

sedangkan dua syar.at yang terakhir dinamakan syarat objektif karena 

mengenai perjanjian sendiri oleh obyek dari perbuatan hukum yang dilakukan 

itu. 

Dengan sepakat atau juga dinamakan perizinan, dimaksudkan, bahwa 
kedua subyek yang mengadakan perjanjian itu harus bersepakat, setuju 
atau seia-sekata mengenai hal-hal yang pokok dari perjanjian yang 
diadakan itu. 
Apa yang dikehendaki oleh pihak yang satu, juga dikehendaki oleh 
pihak yang lain. Mereka menghendaki sesuatu yang sama secara 
timbal-balik, pembeli mengingini sesuatu barang penjual .18 

Persetujuan atau . kesepakatan dari masing-masing pihak itu harus 

dinyatakan dengan tegas, bukan diam-diam. Persetujuan itu juga harus 

diberikan bebas dari pengaruh atau tekanan yaitu paksaaan. 

Suatu kesepakatan dikatakan mengandung cacat, apabila kehendak-

kehendak itu mendapat pengaruh dari luar sedemikian rupa, sehingga dapat 

18 R. Subekti, I, Op. Cit, hal. 17. 
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mempengaruhi pihak-pihak bersangkutan dalam memberikan kata sepakatnya. 

Contoh dari paksaan yang dapat mengakibatkan pembatalakan 
persetujuan ialah ancaman dengan penganiayaan, dengan pembunuhan 
atau dengan membongkar suatu rahasia. Dalam mempertimbangkan 
sifat ancaman ini harus diperhatikan kelamin serta kedudukan orang
orang yang bersangkutan. 19 

Petjanjian yang diadakan dengan kata sepakat yang cacat itu dianggap 

tidak mempunyai nilai. Lain halnya dalam suatu paksaaan yang bersifat relatif, 

dimana orang yang dipaksa itu masih ada kesempatan apakah ia akan 

mengikuti kemauan orang yang memaksa atau menolaknya, sehingga kalau 

tidak ada persetujuan dari orang yang dipaksa itu maka jelas bahwa 

persetujuan yang telah diberikan itu adalah persetujuan yang tidak sempuma, _ 

yaitu tidak memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam Pasal 1320 KUH 

Perdata. 

Paksaan seperti inilah yang dimaksudkan Undang-undang dapat 

dipergunakan sebagai alasan untuk menuntut batalnya perjanjian, yaitu suatu 

paksaaan yang membuat persetujuan atau perizinan diberikan, tetapi secara 

tidak benar. 

Mengenai kekeliruan atau kesilapan Undang-undang tidak memberikan 

penjelasan ataupun pengertian lebih lanjut tentang apa yang dimaksud dengan 

kekeliruan. Menurutpendapat doktrin yang mana telah memberikan 

pengertian terhadap kekeliruan, terhadap sifat-sifat pokok yang terpenting dari 

obyek perjanjian. Dengan perkataan lain bahwa kekeliruan terhadap unsur 

19 R. Wirjono Prodjodikoro, Op.Cit., hal. 33. 
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pokok dari barang-barang yang diperjanjikan yang apabila diketahui, 

seandainya orang tidak silap mengenai hal-hal tersebut perjanjiann itu tidak 

akan diadakan. Jadi sifat pokok dari barang yang dipeijanjikan itu adalah 

merupakan motif yang mendorong pihak-pihak yang bersangkutan untuk 

mengadakan perjanjian. 

Sesuatu kekeliruan atau kesilapan untuk dapat dij adikan alasan guna 

menuntut pembatalan perjanjian maka haruslah dipenuhi persyaratan bahwa 

barang-barang yang menjadi pokok peijanjian itu dibuat, sedangkan sebagai 

pembatasan yang kedua dikemukakan oleh doktrin adalah adanya alasan yang 

cukup menduga adanya kekeliruan atau dengan kata lain bahwa kesilapan itu ~ 

harus diketahui oleh lawan, atau paling sedikit pihak lawan itu sepatutnya 

harus mengetahui bahwa ia sedang berhadapan dengan seseorang yang silap. 

Misalnya sesorang membeli sebuah lukisan yang dikiranya lukisan 
Basuki Abdullah, tetapi kemudian temyata hanya turunan saja. 
Kekhilafan mengenai orang terjadi misalnya jika seorang Direktur 
Opera mengadakan suatu kontrak dengan orang yang dikiranya seorang 
penyanui yang tersohor, padahal itu bukan orang yang dimaksudkan, 
hanyalah namanya saja yang kebetulan sama. 20 

Kekeliruan atau kesilapan sebagaimana yang dikemukakan diatas 

adalah kekeliruan terhadap orang yang dimaksudkan dalam perjanjian. Jadi 

orang itu mengadakan perjanjian justru karena ia mengira bahwa penyanyi 

tersebut adalah orang yang dimaksudkannya. 

Dalam halnya ada unsur penipuan pada perjanjian yang dibuat, maka 

pada salah satu pihak terdapat gambaran yang sebenamya mengenai sifat-sifat 

20 R. Subekti, I, Op.Cit., hal. 24. 
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pokok barang-barang yang diperjanjikan, gambaran dengan sengaja diberikan 

oleh pihak lawannya. 

Perihal adanya penipuan itu harus dibuktikan, demikian hal tersebut 

ditegaskan dalam Pasal 1328 ayat 1 KUH Perdata. Yuriprudensi dalam hal 

penipuan ini menerangkan bahwa untuk dapat dikatakan adanya suatu 

penipuan atau tipu muslihat tidak cukup jika seseorang itu hanya melakukan 

kebohongan mengenai suatu hal saja, paling sedikit harus ada sesuatu 

rangkaian kebohongan. Karena muslihat itu, pihak yang tertipu terjerumus 

pada gambaran yang keliru dan membawa kerugian kepadanya.Syarat kedua 

untuk sahnya suatu perjanjian adalah, kecakapan para pihak. U~tuk hal ini 

dikemukakan Pasal 1329 KUH Perdata, dimana kecakapan itu dapat kita 

bedakan: 

a. Secara umum dinyatakan tidak cakap untuk mengadakan perjanjian secara 

sah. 

b. Secara khusus dinyatakan bahwa seseorang dinayatakan tidak cakap untuk 

mengadakan perjanjian tertentu, misalnya Pasal 1601 KUH Perdata yang 

menyatakan batalnya suatu perjanjian perburuhan apabila diadakan antara 

suami isteri. 

Perihal ketidak cakapan p(:lda umumnya adalah sebagaimana yang 

diuraikan oleh Pasal 1330 KUH Perdata ada tiga, yaitu : 

a. Anak-anak atau orang yang belum dewasa 

b. Orang-orang yang ditaruh diba~vah pengampunan 
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c. W anita yang bersuami 

Ketidak cakapan ini ~uga ditentukan oleh undang-undang demi 

kepentingan curatele atau orang yang ditaruh di bawah pengampuan itu 

sendiri. Menurut Pasal 1330 KUH Perdata diatas wanita bersuami pada 

umumnya adalah tidak cakap untuk bertindak dalam hukum, kecuali kalau 

ditentukan lain oleh undang-undang. Ia bertindak dalam lalu lintas hukum 

harus dibantu atau mendapat izin dari suaminya. Hal ini mengingat bahwa 

kekuasaan sebagai kepala rumah tangga adalah besar sekali, seperti yang kita 

kenai dengan istilah maritale macht. 

Melihat kemajuan zaman, dimana kaum wanita telah berjuang membela ~ 

haknya yang kita kenai dengan emansipasi, kiranya sudah tepatlah 

kebijaksanaan Mahkamah Agung yang dengan surat edarannya No. 3 Tahun 

1963 tanggal 4 Agustus 1963 telah menganggap Pasal 108 dan Pasal 110 KUH 

Perdata tentang wewenang seorang isteri untuk melakukan perbuatan hukum 

dan untuk menghadap di depan pengadilan tanpa izin atau bantuan dari 

suaminya sudah tidak berlaku lagi. 

Dalam hal perjanjian-perjanjian yang dibuat oleh mereka yang 

tergolong tidak cakap ini, pembatalan perjanjian hanya dapat dilakukan oleh 

mereka yang dianggap tidak cakap itu sendiri, sebab undang-undang 

beranggapan bahwa perjanjian ini dibatalkan secara sepihak, yaitu oleh pihak 

yang tidak cakap itu sendiri, akan tetapi apabila pihak yang tidak cakap itu 

m~ngatakan bahwa perjanjian itu berlaku penuh baginya, akan konskuensinya 



Astuty Rahmawiyah - Tinjauan tentang Perjanjian Merias Pengantin Antara Konsumen dengan Salon...

----------------------------------------------------- 
© ️Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang 
----------------------------------------------------- 
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber 
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah 
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 7/8/24 
 
 
 
 

Access From (repository.uma.ac.id)7/8/24 
 
 
 

Access From (repository.uma.ac.id) 

UNIVERSITAS MEDAN AREA

27 

adalah segala akibat dari perjanjian yang dilakukan oleh mereka yang tidak 

rCakap dalam arti tidak berhak atau tidak berkuasa adalah bahwa 

pembatalannya hanya dapat dimintakan oleh pihak-pihak yang merasa 

dirugikan. 

Pembatalan terhadap orang-orang tertentu dalam hal kecakapan 

membuat suatu perjanjian sebagaimana dikemukakan Pasal 1330 KUH Perdata 

tersebut, kiranya dapat kita mengingat bahwa sifat dari peraturan hukum 

sendiri pada hakekatnya selalu mengejar dua tujuan yaitu rasa keadilan di satu 

pihak dan ketertiban hukum dalam masyarakat di pihak lain. Bilamana dari 

sudut tujuan hukum yang pertama ialah mengejar rasa keadilan memang ~ 

wajarlah apabila orang yang membuat suatu perjanjian dan nantinya terikat 

oleh perjanjian itu harus pula mempunyai cukup kemampuan untuk 

menginsyapi akan tanggung-jawab yang harus dipikulkan dan tujuan yang 

satu inilah akan sulit diharapkan apabila orang-orang yang merupakan pihak 

dalam suatu perjanjian itu adalah orang-orang di bawah umur atau orang sakit 

ingatan atau pikiran yang pada umumnya dapat dikatakan sebagai belum atau 

tidak dapat menginsyafi apa sesungguhnya tanggung-jawab itu. 

Selanjutnya syarat yang ketiga untuk sahnya satu perikatan adalah 

adanya hal tertentu yang diperjanjikan maka ini berarti bahwa apa yang 

diperjanjikan harus cukup jelas dalam arti barang atau benda yang 

dimaksudkan dalam perjanjian paling sedikit harus ditentukan jenisnya (Pasal 

1333 ayat (1) KUH Perdata) dengan pengertian bahwajumlahnya barang tidak 
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menjadi syarat, asal saja kemudian dapat dihitung atau ditetapkan. 

Syarat yang ketiga ini menjadi penting, terutama dalam hal terjadi 

perselisihan di antara kedua belah pihak, guna dapat menetapkan apa~apa saja 

yang menjadi hak dan kewajiban dari pada pihak-pihak dalam perjanjian yang 

mereka buat itu. 

"Jika prestasi itu kabur, sehingga perjanjian itu tidak dapat 

dilaksanakan, maka dianggap tidak ada obyek perjanjian. Akibat tidak 

dipenuhi syarat ini, perjanjian itu batal demi hukum (voidneiting)" .21 

Akhirnya selalu syarat untuk sahnya suatu perjanjian itu, Pasal 1320 

KUH Perdata menyebutkan sebagai syarat ke-empat ialah adanya suatu sebab ~ 

yang halal. Dengan sebab ini dimaksudkan tiada lain dari pada isi perjanjian 

itu sendiri. Atau seperti dikemukakan R. Wirjono Prodjodikoro, yaitu "Azas-

azas hukum perjanjian, bahwa dengan pengertian causa adalah bukan hal yang 

mengakibatkan hal sesuatu kedaan belaka. Dalam pandangan saya, causa 

dalam hukum perjanjian adalah isi dan tujuan suatu persetujuan, yang 

menyebabkan adanya persetujuan itu''. 22 

Selaku suatu causa dalam perjanjian, haruslah berupa causa yang halal, 

dalam arti bahwa isi perjanjian itu harus bukan sesuatu hal yang terlarang. 

Sebagai contoh dari suatu perjanjian yang mengandung causa yang terlarang, 

adalah si penjual hanya bersedia menjual pisaunya kalau si pembeli 

membunuh orang. 

21 Universitas Sumatera Utara, Op.Cit. 
22 Witjono Prodjodikoro, Op.Cit., hal. 37. 
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D.. Akibat Hukum Dari Perjanjian. 

Undang-undang menentukan bahwa perjanjian yang sah berkekuat:..n 

sebagai undang-undang. Semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku 

sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan

persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali, selain kesepakatan kedua belah 

pihak atau karena alasan-alasari yang oleh undang-undang dinyatakan cukup 

untuk itu. Persetujuan-persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik. 

Dengan istilah semua pernbentuk undang-undang rnenunjukkan bahwa 

perjanjian yang dirnaksud bukanlah sernata-rnata perjanjian bersarna, tetapi 

juga rneliputi perjanjian yang tidak bemarna. Di dalarn istilah sernua itu . 

terkandung suatu asas yang dikenal dengan asas partij autonornie.23 

Dengan istilah sesecara sah pernbentuk undang-undang hendak 

rnenunjukkan bahwa pernbuatan perjanjian harus rnenurut hukurn. Sernua 

persetujuan yang dibuat rnenurut hukurn atau secara sah adalah rnengikat. 

Yang dirnaksud dengan secara sah disini ialah bahwa perbuatan perjanjian 

harus rnengikuti apa yang ditentukan oleh Pasal 1320 KUH Perdata. 

Akibat dari apa yang diuraikan pada ayat 1 tadi rnelahirkan apa yang 

disebut pada ayat (2), yaitu perjanjian itu tidak dapat ditarik kernbali secara 

sepihak kecuali kesepakatan antara keduanya .. Dalarn ayat 1 dan ayat 3 

terdapat asas kedudukan yang seirnbang diantara kedua belah pihak. 

23 Munir Fuady, Hukuin Kontrak, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, haL 45. 
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Undang-undang mengatur tentang isi perjanjian dalam Pasal 1329 

KUH perdata. Dari dua ketentuan ini, disimrulkan bahwa isi perjanjian terdiri 

dari elemen-elemen sebagai berikut : 

1. lsi perjanjian, 

2. Kepatuhan 

3. Kebiasaan. 

lsi perjanjian ialah apa yang dinyatakan secara tegas oleh kedua belah 

pihak di dalam perjanjian itu. Kepatuhan adalah ulangan dari kepatuhan yang 

terdapat dalam Pasal1338 KUH Perdata. 

Kebiasaan adalah yang diatur dalam Pasal 1339 KUH Perdata 

berlainan dengan yang terdapat dalam Pasal 134 7 KUH Perdata. Kebiasaan 

yang tersebut dalam Pasal 1339 KUH Perdata bersifat umum, sedangkan yang 

disebut Pasal 1327 KUH perdata ialah kebiasan yang hidup di tengah 

masyarakat khusus (bestending gebruikelijk beding), misalnya pedagang. 

Yang dimaksud dengan undang-undang di atas adalah undang-undang 

pelengkap, undang-undang yang bersifat memaksa tidak dapat dilanggar oleh 

parapihak. 

Urutan isi perjanjian yang terdapat dalam Pasal 1339 KUH Perdata, 

mengenai keput1,1san peradilan mengalami perubahan sehingga urutan dari 

elemen isi perjanjian menjadi sebagai berikut: 

1. lsi perjanjian 

2. Undang-un4ang 
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3. Kebiasaan 

4. Kepatuha~1 

Hal ini didasarkan pada Pasal 3 A.B (Algemene Bepalingen) yang 

menentukan bahwa kebiasaan hanya diakui sebagai sumbe rhukum jika 

ditunjuk oleh undang-undang. 
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PENGERTIAN UMUM TENTANG TENTANG PERLINDUNGAN 

KONSUMEN DAN MERIAS PENGANTIN 

A. Pengertian Perlindungan Konsumen 

Perlindungan hukum terhadap konsumen adalah sebuah penegakan 

hukum yang membutuhkan pengaturan-pengaturan berupa ancaman terhadap 

si pelanggar. Hal ini tercermin di dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 

yang merupakan suatu perundang-undangan di Indonesia dengan kepentingan 

pemberian perlindungan kepada konsumen. 

Yusuf Shofie mengatakan " segala upaya yang menjamin adanya 

kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen".24 

Di dalam Undang-undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan 

Konsumen disebutkan dalam Pasal 1 ayat (1) "Perlindungan konsumen adalah 

segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan 

perlindungan kepada konsumen". 

Dalam ayat (2) pasal yang sama dinyatakan " Konsumen adalah setiap 

orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi 

kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan 

tidak untuk diperdagangkan ". 

Sudaryatmo mengatakan konsumen ialah "setiap orang pemakai 

24 Yusuf Shofie; Perlindungan Konsumen dan Isntrumen-Instrumen Hukumnya, Citra 
Aditya Bakti, Bandung, 2000, hal. 5. · 

32 
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barang dan I atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan 

diri sendiri, keluarga, organg lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk 

diperdagangkan". 25 

Gunawan Widjaja mengatakan "segala upaya yang menjamin adanya 

kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen".26 

Perihal terbitnya istilah perlindungan konsumen ini adalah disebabkan 

adanya aktivitas-aktivitas perekonomian. Kesenjangan ekonomi 

merugikan berbagai pihak yang terlibat dalam aktivitas ekonomi. Masyarakat 

Indonesialah yang tidak lain sebagai konsumen yang paling dirugikan. 

Hendaknya diluruskan anggapan keliru yang menyatakan bahwa para pelaku 

ekonomi hanyalah terdiri dari pemerintah, Badan Usaha Milik Negara 

(BUNIN), koperasi, dan swastalkonglomerat. Konsumen juga pelaku ekonomi. 

Tak satupun literatur ekonomi yang meniadakan peran konsumen. Namun 

demikian harus diakui bahwa kosa kata konsumen dirasakan cukup miskin 

dalam tata hukum kita. 

Keberpihakan kepada konsumen sebenamya merupakan wujud nyata 

ekonomi kerakyatan. Dalam praktek perdagangan yang merugikan konsumen, 

di antaranya penentuan harga barang, dan penggunaan klausula eksonerasi 

secara tidak patut, pemerintah harus secara konsisten berpihak kepada 

konsumen yang pada umumnya orang kebanyakan. 

25 Sudaryatmo, Masalah Perlindungan Konsumen di Indonesia, Citra Aditya Bakti, 
Ban dung, 1996, hal. 17. ~ 

26 Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, Hukum Tentang Perlindungan Konsumen, 
Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2000, hal. 5. 
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Konsumen menurut Fuady adalah adalah pengguna akhur (end user) 

dari suatu produk, yaitu setiap pemakai barang- dan atau jasa yang 

tersedia dalam masyarakat baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang 

lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.27 

Sedangkan yang dimaksud dengan pelaku usaha menurut Pasal 1 

Undang-Undang Perlindungan Konsumen adalah setiap orang perseorangan 

atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan bad~'1 

hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam 

wilayah hukum Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama 

melalui perjanjian, menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang 

ekonomi. 

Dalam ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Perlindungan Konsumen 

ditentukan bahwa perlindungan konsumen berasaskan manfaat, keadilan, 

keseimbangan, keamanan dan keselamatan konsumen serta kepastian hukum. 

Perlindungan konsumen diselenggarakan sebagai suatu usaha bersama 

berdasarkan 5 asas yang relevan dalam pembangunan nasional yaitu : 

1. Asas manfaat, dimaksudkan untuk mengamanatkan bahwa sehala 
upaya dalam menyelenggarakan perlindungan konsumen harus 
memberikan manfaat sebesar-besamya bagi kepentingan konsumen 
dan pelaku usaha secara keseluruhan. 

2. Asas keadilan, dimaksudkan agar partisipasi seluruh rakyat dapat 
diwujudkan secara maksimal dan memberikan kesempatan kepada 
konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh haknya dan 
melaksanakan kewajibannya secara adil. 

3. Asas keseimbangan, dimaksudkan untuk memberikan keseimbangan 
antara kepentingan konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah dalam 

-
~------------------

-
27 Munir Fuady, Penganta; Hukum Bisnis, Menata Bisnis Modern di Era Global, Citra 

Aditya Bakti, Bandung, 2002, hal. 227. 
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4. Asas keamanan dan keselamatan konsumen, dimaksu kan untuk 

memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada 
konsumen dalam penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang 
atau jasa yang dkonsumsi atau digunakan. 

5. Asas kepastian hukum, dimaksudkan agar baik pelaku usaha maupun 
konsumen menaati hukum dan memperoleh keadilan dalam 
penyelenggaraan perlindungan konsume, serta negara menjamin 
kepastian hukum. 28 

Di dalam era reformasi dewasa ini, Indonesia harus siap menghadapi 

era globalisasi ekonomi, dimana perdagangan bebas masih merupakan tanda 

tanya, apakah merupakan peluang bagi Indonesia atau justru sebaliknya. 

Indonesia termasuk negara yang cukup cepat melangkah dengan telah 

diratifikasinya Organisasi P~rdagangan Dunia (World Trade Organization 

/WTO) sebelum Desember 1994. 

Mulai 1 Januari 1995, WTO telah resmi menggantikan dan 

melanjutkan GATT (General Agreement of Tariff and Trade I Persetujuan 

Umum Tentang Tarif dan Perdagangan). Perlu dipahami disini bahwa WTO 

merupakan organisasi antar pemerintah/ dunia yang mengawasi perdagangan di 

dunia, baik perdagangan barang maupun jasa. Segala sesuatu yang berbau 

proteksi/perlindungan dianggap anti WTO atau anti liberalisasi perdagangan. 29 

Bagi konsumen Indonesia, lahirnya WTO masih merupakan 

. pertanyaan/permasalahan besar, apakah WTO akan membawa perbaikan nasib 

konsumen Indonesia. Selama lebih lima puluh tahun kita merdeka, 

28 Abdul R. Saliman, et. al. Esensi Hukum Bisnis Indonesia, Teori dan Contoh Kasus, 
- Prenada Media, Jakarta, 2004, haL 161-162. 

29 YusufShofie, Op.Cit, hal. 9. 
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perlindungan (hukum) terhadap konsumen tidak banyak memperoleh perhatian 

dari para pengambil keputusan, apalagi prioritas dalam pembangunan nasional. 

Salah satu instrumen perlindungan hukum terhadap konsumen yang 

diundangkan Pemerintah dengan persetujuan DPR-GR pada tahun 1961, yaitu 

Undang-Undang No. 10 Tahun 1961 tentang Barang (Perpu No. 1 Tahun 

1961 ), hampir hanya menjadi huruf mati tidak bermakna. Perintah undang

undang tersebut untuk membentuk Panitia Barang tidak dilaksanakan. 

Disinyalir ketentuan undang-undang ini sudah banyak dilupakan. 

Sebagai salah satu instrumen hukum administrasi negara, praktis 

ketentuan tersebut ibarat macan ompong sehingga perlindungan terhadap ~ 

konsumen dirasakan tidak efektif dan efisien. Apalagi instrumen-instrumen 

hukum lainnya, belum dapat memberikan perlindungan hukum yang memadai 

kepada konsumen. Masih segar dalam pikiran kita tentang " kasus biskuit 

beracun " beberapa tahun yang lalu, yang terulang lagi dengan " kasus mie 

instant " (1994). Para korban/keluarganya tidak mendapatkan ganti rugi, 

kecualL sebatas santunan atas inisiatif mantan Menko Polkam Sudomo pada 

waktu itu. 30 

Liberalisasi perdagangan membawa konsekuensi bahwa semua barang 

dan jasa yang berasal dari negara lain harus dapat masuk ke Indonesia bila kita 

tidak ingin distigma anti WTO. Masuknya barang dan jasa impor tersebut 

bukannya tanpa permasalahan. Lewat perdagangan intemasional, penyakit sapi 

30 Ibid, hal. 10. 
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gila (mad cow) (bivine spongiform encephalapanthy!BSE) yang diderita 

sejumlah besar sapi, dapat membahayakan konsumen Indonesia. Belum lama 

ini Irlandia menawarkan daging itu dengan harga murah. Penyakit ini timbul 

karena disana, makanan dari tepung daging daging temak memamah biak 

(ruminasia) digunakan untuk makanan sapi. Kasusnya mirip dioksin yang 

dialami temak unggas di Belgia. Penyakit yang bisa menimbulkan gejala 

kegilaan pada manusia ini menyerang temak sapai dengan masa inkubasi 9 -

10 tahun. Hanya saja penyakit ini tidak menular pada hewan lain, seperti 

halnya penyakit mulut dan kuku (PM.K). Adapun gejala kegilaan pada manusia 

bisa berupa insomania, limbung, depresi serta berubahnya perilaku dan 

kepribadian. Belum lagi masalah dioksin di Belgia yang diduga mencemari 

makanan/minuman yang diekspor negara itu. 

Permasalahan akibat liberalisasi perdagangan ini tampil ke permukaan 

dalam bentuk pengaduan/komplain dari konsumen atas barang atau jasa yang 

dikonsumsinya. Dari sudut hukum belum jelas mekanisme penyelesaiannya. 

Tak hanya itu, secara yuridis muncul pula permasalahan apabila peraturan 

perundang-undangan Indonesia bertentangan atau berbeda dengan peraturan 

perundang-undangan negara lain, ketentuanlkesepakatan regional, bahkan 

ketentuanlkesepakatan WTO atau sebaliknya sehingga diperlukan harmonisasi 

ketentuan-ketentuan nasional Indonesia terhadap ketentuan/kesepakatan 

regional dan WTO. Pada pokoknya, hakim (pengadilan) negara manakah yang 

berwenang mengadili kasus-kasus konsumen yang berdimensi intemasional 
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serta hukum mana yang digunakan. Kasus-kasus sengketafranchice (waralaba) 

yang berdimensi intemasional, dimana yang bertindak sebagai fra:-t.chisor 

(pemberi waralaba) pelaku usaha asing, sedangkan yang bertindak sebagai 

franchiee (penerima waralaba) pelaku usaha Indonesia atau sebaliknya, 

merupakan contoh prediksi ini. Dari segi perlindungan konsumen sengketa ini 

bisa membawa kerugian · bagi konsumen, misalnya tidal lagi tersedianya 

produk franchise bersangkutan, harga produk menjadi lebih mahal, atau 

bahkan menyangkut tidak tersedianya fasilitas puma jual bagi konsumen. 

Dalam Peraturan Pemerintah No. 16 Tahun 1997 tentang Waralaba 

dalam konsiderannya dinyatakan bahwa untuk menciptakan tertib mmha 

dengan cara waralaba serta perlindungan terhadap konsumen, dipandang perlu 

menetapkan ketentuan · waralaba dengan peraturan pemerintah. Dalam 

ketentuan ini, perlindungan konsumen yang dimaksud belum konkret, ibarat 

antara niat dengan perbuatan tidak seia dan sekata. 

Secara teoritis, dapat saja sengketa-sengketa seperti itu diselesaikan, 

tetapi pada praktek dan kenyataannya tidak mudah dilakukan karena berbagai 

sebab yang bersifat juri dis· politis sosiologis. 

Pertama, karena tidak konsistennya badan peradilan kita atas putusan

putusannya. Sering tetjadi perbedaan putusan-putusan pengadilan dalam 

kasus-kasus yang serupa. Dalam kasus-kasus yang berskala nasional saja, 

pengadilan belum mampu bersikap konsisten, bagaimana dengan kasus-kaus 

konsumen pada era perdagangan bebas yar:.:g bemuansa intemasional. 
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Kedua, sebagian besar konsumen Indonesia enggan berperkara ke 

Pengadilan, padahal telah (sangat) diruz;ikan oleh pengusaha. Keengganan ini 

bukanlah karena mereka tidak sadar hukum. Bahkan mereka lebih sadar 

hukum ketimbang sebagian dari para penegak hukumnya sendiri. Keengganan 

mereka sebelum diundangkannya Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang 

Perlindungan Konsumen pada tanggal20 Apri11999, lebih didasarkan pada: 

1. Tidakjelasnya norma-norma perlindungan konsumen, 

2. Praktek peradilan kita tidak lagi sederhana, cepat dan biaya ringan, 

3. Sikap menghindari konflik meskipun hak-haknya sebagai konsumen 

dilanggar pengusaha. 31 

Ketiga, tarik menarik berbagai kepentingan di antara para pelaku 

ekonomi yang bukan konsumen, yang memiliki akses kuat di berbagai bidang, 

termasuk akses di luar jangkauan hukum. Kalaupun hukum mampu 

menjangkaunya, itupun hanya sebatas pada mereka yang menjadi tumbal 

(space -goat) tarik menarik kepentingan tersebut. 

Menghadapi perdagangan bebas, Indonesia memerlukan sejumlah 

undang-undang penting, seperti undang-undang intellectual proprety rights, 

Undang-Undang Antimonopoli, Undang-Undang Perlindungan pengusaha 

Kecil dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Kejelasan asas dan tujuan 

perlindungan konsumen, hak-hak konsumen, norma-norma 

perlindungan konsumen dan penyelesaian sengketa konsumen, yang tertuang 

31 YusufShofie, Op.Cit, hal. 13. 
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dalam undang-undang perlindungan konsumen kita, masih harus dibuktikan 

dalam ?raktek segenap instrumen hukum di Indonesia. 

B. Hak dan Kewajiban Konsumen dan Pelaku Usaha 

Pembangunan dan perkembangan perekonomian di bidang 

perindustrian dan perdagngan nasional telah menghasilkan berbagai variasi 

bar"ng dan/atau jasa yang dapat ,dikonsumsi. Ditambah dengan globalisasi dan 

perdagangan bebas yang didukung oleh kemajuan teknologi telekomunikasi 

kiranya memperluas ruang gerak arus transaksi barang dan/atau jasa. 

Akibatnya,barang dan/atau jasa yang ditawarkan bervariasi baik produksi luar • 

negeri maupun produksi dalam negeri. Kondisi seperti ini di satu pihak 

mempunyai manfaat bagi konsumen karena kebutuhan akan barang dan/atau 

jasa yang diinginkan dapat terpenuhi serta semakin terbuka Iebar, karena 

adanya kebebasan untuk memilih aneka jenis dan kualitas barang dan/atau jasa 

sesuai dengan keinginan dan kemampuan konsumen. 32 

Tetapi di sisilain, dapat mengakibatkan kedudukan pelaku usaha dan 

konsumen menjadi tidak seimbang dan konsumen berada pada posisi yang 

lemah, yang menjadi objek aktivitas bisnis untuk meraup keuntungan yang 

sebesar-besarnya oleh pelaku usaha melalui berbagai promosi, cara penjualan, 

serta penerapan perjanjian baku yang merugikan konsumen. Berkenaan dengan 

pertimbangan tersebut, maka perlu juga diketengahkan apa yang menjadi hak 

•a Ahilladi Miru dan Sutarman Yodo, Hukum Perlindungan Konsumen, Raja Grafmdo 
Persada, Jakarta, 2004, hal. 37. 
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dan kewajiban konsumen dan pelaku usaha. 

Pasal4 Undang-Undang Perlindungan Konsumen menerangkan tentang 

Hak dan Kewajiban Konsumen. 

Hak konsumen adalah : 
a. Hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan ·dalam 

mengkonsumsi barang dan/atau jasa. 
b. Hak untuk memilih dan mendapatkan barang dan/atau jasa sesuai 

dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan. · 
c. Hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan 

jaminan barang danlatau jasa. 
d. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang danlatau 

jasa yang digunakan. 
e. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan dan upaya 

penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut. 
f. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan kosumen , 
g. Hak untuk diperlukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak 

diskriminatif, 
h. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, 

apabila barang danlatau jasa yang diterima tidak sesuai dengan 
perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya. 

1. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan 
lainnya. 

Selanjutnya dalam penjelasan Pasal 4 huruf g Undang-Undang 

Perlindungan Konsumen dijelaskan "Hak untuk diperlakukan atau dilayani 

secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif berdasarkan suku, agama, 

budaya, daerah, pendidikan, kaya, miskin dan status sosiallainnya". 

Hak-hak konsumen sebagaimana disebutkan dalam Pasal 4 Undang-

Undang Perlindungan Konsumen lebih luas daripada hak-hak dasar konsumen 

sebagaimana pertama kali dikemukakan oleh Presiden Amerika Serikat J.F. 

Kennedy di depan kongres pada tanggall5 Maret 1962, yaitu terdiri dari: 
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1. Hak memperoleh keamanan, 

2. Hak memilih, 

3. Hak mendapat informasi, 

4. Hak untuk didengar.33 

Keempat hak tersebut merupakan bagin dari deklarasi Hak-Hak Asasi 

Manusia yang dicanangkan PBB pada tanggal 10 Desember 1948, masing-

masing pada Pasal 3, 8, 19, 21 dan Pasal 26, yang oleh organisasi Konsumen 

Sedunia (International Organization of Consumers Union-IOCU), 

ditambahkan empat hak dasar konsumen lainnya, yaitu : 

1. Hak untuk memperoleh kebutuhan hidup. 

2. Hak untuk memperoleh ganti rugi, 

3. Hak untuk memperoleh pendidikan konsumen, 

4. Hak untuk memperoleh lingkungan hidup yang bersih dan sehat.34 

Di samping Masyarakat Eropa (Europese Ekonomische Gemeenschap 

atau EEG) juga telah menyepakati lima hak dasar konsumen sebagai berikut : 

1. Hak perlindungan kesehatan dan keamanan (Recht op besherming van 
zijn gezendheid en veiligheid). 

2. Hak perlindungan ekonomi (recht op bescherming van zijn 
economische belangen ) . . 

3. Hak mendapat ganti rugi (recht op schadevergoeding) 
4. Hak atas penerangan (recht op voor/ichting en vprming) 
5. Hak untuk didengar (recht om te worden gehordl5 

Memperhatikan hak-hak yang disebutkan di atas, maka secara 

33 C. Tantri D dan Sulastri, Gerakan Organisasi Konsumen, Seri Panduan Konsumen, 
Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia-The Asia Foundation, Jakarta,~l995, hal. 19-21. 

34 Ibid, hal. 22-24. ·· 
35 Mariam Darus Badrulzaman, Op. Cit, hal. 61. 
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keseluruhan pada dasarnya dikenal 10 macam hak konsumen, yaitu sebagai 

berikut: 

1. Hak atas keamanan dan keselamatan, 

2. Hak untuk memperoleh informasi, 

3. Hak untuk memilih 

4. Hak untuk didengar 

5. Hak untuk memperoleh kebutuhan hidup, 

6. Hak untuk memperoleh ganti rugi 

7. Hak untuk memperoleh pendidikan konsumen 

8. Hak memperoleh lingkungan hidup yang bersih dan f.ehat, 

9. Hak untuk mendapatkan barang sesuai dengan nilai tukar yang 

diberikannya 

10. Hak untuk mendapatkan upaya penyelesaian hukum yang patut.36 

Menurut Pasal 5 Undang-Undang Perlindungan Konsumen kewajiban 

konsumen adalah : 

a. Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian 
atau pemanfaatan barang dan/atau jasa demi keamanan dan 
keselamatan, 

b. Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang danlatau 
jasa, 

c. Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati, 
d. Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan 

konsumen secara patut. 

Adanya kewajiban konsumen membaca atau mengikuti petunjuk 

informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang danlatau jasa 

36 Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, Op.Cit, hal. 40. 



Astuty Rahmawiyah - Tinjauan tentang Perjanjian Merias Pengantin Antara Konsumen dengan Salon...

----------------------------------------------------- 
© ️Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang 
----------------------------------------------------- 
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber 
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah 
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 7/8/24 
 
 
 
 

Access From (repository.uma.ac.id)7/8/24 
 
 
 

Access From (repository.uma.ac.id) 

UNIVERSITAS MEDAN AREA

44 

demi keamanan dan keselamatan, merupakan hal penting mendapat 

pengaturan. 

Adapun pentingnya kewajiban ini karena sering pelaku usaha telah 

menyampaikan peringatan secara jelas pada label suatu produk, namun 

konsumen tidak membaca peringatan yang telah disampaikan kepadanya. 

Dengan pengaturan kewajiban ini, memberikan konsekuensi pelaku usaha 

tidak bertanggung jawab, jika konsumen ,yang bersangkutan menderita 

kerugian akibat mengabaikan kewajiban tersebut. Misalnya untuk penggunaan 

obat-obatan dari dokter atau berdasar etiket produk tersebut telah diberikan 

instruksi bahwa pemakaiannya hanya dalam dosis tertentu, namun konsumen 

sendiri yang tidak mematuhi instruksi tersebut. Kesalahan konsumen dalam 

penggunaan produk, juga banyak terjadi pada penggunaan obat be bas ( obat 

tanpa resep ). Walaupun obat be bas terse but adalah obat yang dinyatakan oleh 

para ahli aman dan manjur apabila digunakan sesuai petunjuk yang tertera 

pada label beserta peringatannya, namun konsumen harus menyadari bahwa 

mengobati diri sendiri dengan menggunakan obat bebas sesungguhnya 

bukanlah hal yang mudah, sederhana dan selalu menguntungkan. Tanpa 

dibekali dengan pengetahuan yang memadai, tindakan tersebut dapat 

menyebabkan terjadinya ketidaktepatan penggunaan obat, yang bukannya 

menyembuhkan tetapi justeru memperparah penyakit, memperburuk kondisi 

tubuh atau menutupi gejala yang sesungguhnya menjadi ciri utama penyak:it 

yang lebih serius dan berbahaya. 
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Masalah pemenuhan kewajiban konsumen dapat.terlihat jika peringatan 

yang disampaikan pelaku usaha tidak jelas atau tidak mengundang perhatian 

konsumen untuk membacanya, seperti ka:sus ER. Squib & Sons Inc. V Cox, 

pengadilan berpendapat bahwa konsumen tidak dapat menuntut jika 

peringatannya sudah diberikan secara jelas dan tegas. Namun jika produsen 

tidak menggunakan cara yang wajar dan efektif untuk mengkomunikasikan 

peringatan itu, yang menyebabkan konsumen tidak membacanya, maka hal itu 

tidak menghalangi pemberian ganti kerugian pada konsumen yang telah 

dirugikan. 

Menyangkut kewajiban konsumen beritikad baik hanya tertuju pada 

transaksi pembelian barang dan/atau jasa. Hal ini tentu saja disebabkan karena 

bagi konsumen, kemungkinan untuk dapat merugikan produsen mulai pada 

saat melakukan transaksi dengan produsen. Berbeda dengan pelaku usaha 

kemungkinan terjadinya kerugian bagi konsumen dimulai sejak barang 

dirancang/diproduksi oleh produsen (pelaku usaha). 

Kewajiban konsumen membayar sesuai dengan nilai tukar yang 

disepakati dengan pelaku usaha, adalah hak yang sudah biasa dan sudah 

semestinya demikian. 

Kewajiban lain yang perlu mendapat penjelasan lebih lanjut adalah 

kewajiban konsumen mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa 

perlindungan konsumen secara patut. Kewajiban ini dianggap sebagai hal baru, 

sebab sebelum diundangkannya Undang-Undang Perlindungan Konsumen 
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hampir tidak dirasakan adanya kewajiban secara khusus seperti ini dalam 

perkara perdata, sementara dalam kasus pidana tersangk:a/terdakwa lebih 

banyak dikendalikan oleh aparat kepolisian dan/atau kejaksaan. 

Adanya kewajiban seperti ini diatur dalam UUPK dianggap tepat, sebab 

kewajiban ini adalah untuk mengimbangi hak konsumen untuk mendapatkan 

upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut. Hak ini 

akan menjadi lebih mudah diperoleh jka konsumen mengikuti upaya 

penyelesaian sengketa secara patut. Hanya saja kewajiban konsumen ini tidak 

cukup untuk maksud terse but jika tidak diikuti oleh kewajiban yang sama dari 

pihak pelaku usaha. 

Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha diatur di dalam Pasal 6 Undang-

Undang Perlindungan Konsumen. 

Hak pelaku usaha adalah : 

1. Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan 
mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan!atau jasa yang 
diperdagangkan. 

2. Hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen 
yang beritikad tidak baik, 

3. Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam 
penyelesaian hukum sengketa konsumen. 

4. Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa 
kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan!atau jasa yang 
diperdagangk:an. 

5. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan 
lainnya. 

Hak pelaku usaha untuk menerima pembayaran sesuai kondisi dan nilai 

tukar barang dan nilai tukar barang danlatau jasa yang diperdagangkan, 

menunjukkan bahwa pelaku usaha tidak dapat menuntut lebih banyak jika 
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kondisi barang dan/atau jasa yang diberikannya kepada konsumen tidak atau 

kurang memadai menurut harga yang berlaku pada umumnya ,.dtas barang 

dan/atau jasa yang sama. Dalam praktek yang biasa terjadi suatu barang 

dan/atau jasa yang kualitasnya lebih rendah daripada barang yang serupa, 

maka para pihak menyepakati harga yang lebih m~ah. Dengan demikian yang 

dipentingkan dalam hal ini adalah harga yang wajar. 

Menyangkut hak pelaku usaha yang tersebut pada hu..ruf b, c dan d, 

sesungguhnya merupakan hak-hak yang lebih banyak berhubungan dengan 

pihak aparat pemerintah dan/atau Badan Penyelesaian Sengketa 

Konsumen/pengadilan dalam tugasnya melakukan penyelesaian 3engketa. 

Melalui hak-hak tersebut diharapkan perlindungan konsumen secara 

berlebihan hingga · mengabaikan kepentingan pelaku usaha dapat dihindari. 

Satu-satunya yang berhubungan dengan kewajiban konsumen atas hak-hak 

pelaku usaha yang disebutkan pada hurufb, c, dan d tersebut adalah kewajiban 

konsumen mengikuti upaya penyelesaian sengketa sebagaimana diuraikan 

sebelumnya. 

Terakhir tentang hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan 

perundang-undangan lainnya, seperti hak-hak yang diatur dalam Undang

Undang Perbankan, Undang-Undang Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha 

Tidak Sehat, Undang-Undang Pangan, dan undang-undang lainnya. Berkenaan 

dengan berbagai undang-undang tersebut, maka harus diingat bahwa Undang

Undang Perlindungan Konsumen ad~lah payung bagi semua aturan lainnya 
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berkenaan dengan perlindungan konsumen. 

Pasal 7 Undang-Undang Pedindungan Konsumen menjelaskan : 

Kewajiban pelaku usaha adalah : 
a. Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya, 
b. Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi 

dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan 
penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan. 

c. Memper13kukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta 
tidak diskriminatif. 

d. Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau 
diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau 
jasa yang berlaku. ' 

e. Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji dan/atau 
mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan 
dan/.atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau diperdagangkan. 

f. Memberi kompensasi, ganti rugi, dan /atau penggantian apabila 
barang dan/atau jasa yang , diterima atau dimanfaatkan konsumen 
tidak sesuai dengan peijanjian. 

Dalam penjelasan Pasal 7 Undang-Undang Perlindungan Konsumen 

huruf c dan huruf e dijelaskan: 

Hurufc. 
Pelaku usaha dilarang membeda-bedakan konsumen dalam memberikan 
pelayanan. Pelaku usaha dilarang membeda-bedakan mutu pelayanan 
kepada konsumen. 
Hurufe. 
Yang dimaksud dengan barang dan/atau jasa tertentu adalah barang yang 
dapat diuji atau dicoba tanpa mengakibatkan kerusakan atau kerugian. 

Kewajiban pelaku usaha beritikad baik dalam melakukan kegiatan 

usaha merupakan salah satu asas yang dikenal dalam hukum perjanjian. 

Ketentuan tentang itikad baik ini diatur dalam Pasal 1338 ayat (3) KUH 

Perdata, bahwa perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik. Sedangkan 

Arrest HR di N egeri Belanda memberikan peranan tertinggi terhadap iktikad 

baik dalam tahap pra peijanjian, bahkan kesesatan ditempatkan di bawah tahap 
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pra peiJanJtan, bahkan kesesatan ditempatkan di bawah asas iktidak baik 

ter~ebut, sehingga dalam perundingan-perundingan atau perjanjian antara para 

pihak, kedua belah pihak akan berhadapan dalam suatu hubungan hukum 

khusus yang dikuasai oleh iktikad baik dan hubungan khusus ini membawa 

akibat lebih lanjut bahwa kedua belah pihak itu harus bertindak dengan 

mengingat kepentingan-kepentingan yang wajar dari pihak lain. Bagi masing

masing calon pihak dal~ perjanjian terdapat suatu kewajiban untuk 

mengadakan penyelidikan dalam batas-batas yang wajar terhadap pihak lawan 

sebelum menandatangani kontrak, atau masing-masing pihak harus menaruh 

perhatian yang cukup dalam menutup kontrak yang berkaitan dengan iktikad 

baik. 

Di Jerman, Mahkamah Agung mempertimbangkan bahwa apabila 

ditetapkan syarat-syarat umum mengenai peijanjian maka kebebasan 

berkontrak dianggap ada sejauh kebebasan ini mengenai isi perjanjian menurut 

ukurannya sendiri, yaitu berdasarkan iktikad baik dengan kewajiban untuk 

memperhatikan kepentingan-kepentingan pihak lawan dalam peijanjian pada 

awal penyusunan syarat-syarat peijanjian itu. Apabila satu pihak hanya 

mengajukan kepentingan-kepentingan sendiri, maka ia menyalahgunakan 

kebebasan dalam membuat peijanjian. 

Kedua keputusan tersebut menunjukkan bahwa iktikada baik menguasai 

para pihak pada periode pra perjanjian, yaitu dengan memperhatikan 

kepentingan-kepentingan yang wajar dari pihak lain. 
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Putusan Pengadilan Inggeris. yang menyatakan bahwa apabila orang 

memiliki pengetahuan khusus ( ahli) memberikan keterangan kepada pihak lain 

dengan maksud mempengaruhi pihak lain supaya menutup perjanjian 

dengannya, maka dia wajib untuk berhati-hati bahwa keterangan

keterangannya adalah benar dan dapat dipercaya, juga terkait dengan iktikad 

baik. 

Asas sikap berhati-hati tersebut merupapajn perkembangan asas 

iktikada baik. Berdasarkan asas sikap hati-hati dalam perjanjian tersebut dapat 

disimpulkan adanya beberapa kewajiban seperti kewajiban meneliti, kewajiban 

untuk memberi keterangan, kewajiban untuk membatasi kerugian, kewajiban • 

untuk membantu perubahan-perubahan dalam pelaksanaan perjanjian, 

kewajiban untuk menjauhkan diri dari persaingan, kewajiban untuk 

memelihara mesin-mesin yang dipakai dan sebagainya. Rumusan tersebut 

dimaksudkan untuk menggambarkan hubungannya dengan kewajiban berhati

hati di luar perjanjian serta untuk mencegah kesalahpahaman tentang 

pengertian iktikad baik. 

Dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen pelaku usaha 

diwajibkan beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya, sedangkan 

bagi konsumen diwajibkan beritikad baik dalam melakukan transaksi 

pembelian barang dan/atau jasa. 

Dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen tampak bahwa iktikad 

baik lebih ditekankan pada pelaku usaha, karena meliputi semua tahapan 
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dalam melakukan kegiatan usahanya, sehingga dapat diartikan bahwa 

kewajiban pelaku usaha untuk beritikad baik dimulai sejak barang " 

dirancang/diproduksi sampai pada tahap puma penjualan, sebaliknya 

konsumen hanya diwajibkan beritikad baik dalam melakukan transaksi 

pembelian barang dan/atau jasa: Hal ini tentu saja dise~abkan karena 

kemungkinan terjadinya kerugian bagi konsumen dimulai sejak barang 

dirancang/diproduksi oleh produsen (pelaku usaha), sedangkan bagi 

konsumen, kemungkinan untuk dapat merugikan produsen mulai pada saat 

melakukan transaksi dengan produsen. 

Tentang kewajiban kedua pelaku usaha yaitu memberikan informasi 

yang benar dan jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau 

jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaan, 

disebabkan karena informasi di samping merupakan hak konsumen, juga 

karena ketiadaan informasi atau informasi yang yang tidak memadai dari 

pelaku usaha merupakan salah satu jenis cacat produk ( cacat informasi) yang 

akan sangat merugikan konsumen. 

Pentingnya penyainpaiam informasi yang benar terhadap konsumen 

mengenai suatu produk, agar konsumen tidak salah terhadap gambaran 

mengenai suatu produk tertentu. Penyampaian informasi terhadap konsumen 

tersebut dapat berupa representasi, peringatan, maupun yang berupa instruksi. 

Perlunya representasi yang benar terhadap suatu produk, karena salah 

satu penyebab terjadinya kerugian terhadap kCi.t!Sumen adalah terjadinya 
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misrepresentasi terhadap produk tertentu. 

Kerugian yang dialami oleh konsumen ,.Ji Indonesia dalam kaitannya 

dengan misrepresentasi banyak disebabkan karena tergiur oleh iklan-iklan atau 

brosur-brosur produk tertentu, sedangkan iklan atau brosur tersebut tidak 

selamanya memuat informasi _yang benar, karena pada umumnya hanya 

menonjolkan kelebihan produk yang dipromosikan, sebaliknya kelemahan 

produk tersebut ditutup-tutupi. 

Informasi yang diperoleh konsumen melalui brosur tersebut dapat 

menjadi alat bukti yang dipertimbangkan oleh hakim dalam gugatan konsumen 

terhadap produsen. Bahkan tindakan produsen yang berupa penyampaian 

informasi melalui brosur-brosur secara tidak benar yang merugikan 

konsumen tersebut, dikategorikan sebagai wanprestasi. Karena brosur 

dianggap sebagai penawaran dan janji-janji yang bersifat perjanjian, sehingga 

isi brosur tersebut dianggap diperjanjikan dalam ikatan jual beli meskipun 

tidak dinyatakan dengan tegas. 

Pertimbangan hakim yang menggolongkan perbuatan produsen sebagai 

wanprestasi di atas, dapat diartikan bahwa brosur yang dikeluarkan oleh 

produsen merupakan bagian dari perjanjian, sehingga sebagai 

konsekuensinya., yang dapat menuntut gailti kerugian hanya pihak yang terikat 

perjanjian dengan pelaku usaha. 

Pembebanan tanggunggugat terhadap produsen yang merepreseptasikan 

suatu produk seca!a tidak benar, baik dengan alasan wanprestasi maupun 



Astuty Rahmawiyah - Tinjauan tentang Perjanjian Merias Pengantin Antara Konsumen dengan Salon...

----------------------------------------------------- 
© ️Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang 
----------------------------------------------------- 
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber 
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah 
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 7/8/24 
 
 
 
 

Access From (repository.uma.ac.id)7/8/24 
 
 
 

Access From (repository.uma.ac.id) 

UNIVERSITAS MEDAN AREA

53 

dengan alasan perbuatan melanggar hukum, merupakan suatu sarana yang 

dapat member~·kan perlindungan kepada konsumen, karena dengan adanya 

pertanggunggugatan tersebut dapat menyebabkan produsen lebih berhati-hati 

dalam merepresentasikan suatu produk tertentu, sehingga konsumen dapat 

memperoleh gambaran yang benar terhadap suatu produk. 

Representasi ini lebih menuntut kehati-hatian bagi orang yang 

mempunyai kehalian khusus, karena ap~bila orang yang mempunyai keahlian 

khusus melakukan representasi kepada orang lain, berupa nasihat, informasi 

ayau opini dengan maksud agar orang lain mengadakan kontrak dengannya, 

maka dia berkewajiban untuk berhati-hati secara layak bahwa respresentasi itu ~ 

adalah benar, serta nasihat, informasi atau opini itu dapat dipercaya. Jika ia 

tidak berhati-hati atau secara sembrono memberikan nasihat, informasi atau 

opini yang keliru maka ia akan bertanggung gugat dalam memberi ganti 

kerugian. 

Di samping berbagai larangan di atas, masih banyak larangan bagi 

pelaku usaha dalam menawarkan barangnya kepada konsumen, namun secara 

garis besar, kesemuanya adalah mengenai kualitas/kondisi, harga, kegunaan, 

jaminan atas barang terse but, serta pemberian hadiah kepada pembeli. 

Berdasarkan berbagai ketentuan yang berkaitan dengan representasi 

produk dalam UUPK, maka tidak dipenuhinya ketentuan tersebut oleh 

produsen yang menyebabkan kerugian konsumen, dapat dituntut berdasarkan 

perbuatan melanggar hukum, yang berarti bahwa untuk menggugat pelaku 
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usaha, konsumen tidak hams terikat petjanjian. dengan pelaku usaha yang 

digugat. Dengan demikian ketentuan dalam Undang~Undang Perlindungan 

Konsumen dapat memberikan perlindungan hukum kepada pihak ketiga yang 

tidak terikat perjanjian dengan pelaku usaha sebagaimana halnya ketentuan 

dalam Section 402 B Rest. 2d of Tort. Hal tersebut merupakan langkah maju · 

dibanding dengan menggolongkan misrepresentasi sebagai wanprestasi. 

~eringatan ini sama pentingnya dengan instruksi penggunaan suatu 

produk, yang merupakan informasi bagi konsumen, walaupun keduanya 

memiliki fungsi yang berbeda yaitu instruksi terutama telah · diperhitungkan 

untuk menjamin efisiensi penggunaan produk, sedangkan peringatan dirancang ~ 

untuk menjamin keamanan penggunaan produk. 

Peringatan yang merupakan bagian dari pemberian informasi kepada 

konsumen ini merupakan pelengkap dari proses produksi. Peringatan 

yang diberikan kepada konsumen ini memegang peranan penting dalam kaitan 

dengan keamanan suatu produk. Dengan demikian pabrikan (produsen 

pembuat) wajib menyampaikan peringatan kepada konsumen. Hal ini berarti 

bahwa tugas produsen pembuat tersebut tidak berakhir hanya dengan 

menempatkan suatu produk dalam sirkulasi. 

Produk yang dibawa ke pasar tanpa petunjuk cara pemakaian dan 

peringatan atau petunjuk dan peringatan yang sangat kurang/tidak memadai 

menyebabkan suatu yang cacat instruksi. Hal ini berlak:u bagi peringatan 

sederhan~ misalnya simpan di luar jangkauan anak-anak dan berlaku pula 
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terhadap peringatan mengenai efek samping setelah pemakaian suatu produk 

tertentu. Peringatan demikian maupun petunjuk-petunjuk cacat pemakaian 

harus disesuaikan dengan sifat produk dan kelompok pemakai. Dalam kaitan 

dengan penyampaian informasi tentang penggunaan produk kepada konsumen, 

maka peringatan untuk obat-oabatan selayaknya lebih lengkap dibandll?-g 

dengan informasi untuk rpoduk lainnya. Begitu pula jika kelompok pemakai 

adalah anak-anak, maka harus dicantumklan peringatan yang lebih jelas dan 

tegas. 

Kelalaian menyampaikan peringatan terhadap konsumen dalam hal 

produk yang bersangkutan memungkinkan timbulnya bahaya tertentu akan -

menimbulkan tanggunggugat bagi produsen, karena walaupun secara fisik 

produk tersebut tidak cacat, namun secara hukum produk tersebut 

dikategorikan sebagai produk cacat instruksi, karena dapat membahayakan 

konsumennya. Pembebanan tanggung gugat yang demikian hanya akan 

dibebankan kepada produsen manakala produsen tersebut mempunya1 

pengetahuan atau dapat mempunyai pengetahuan tentang adanya 

kecenderungan bahaya produk. 

Permasalahan yang sering timbul adalah bahwa produsen telah 

menyampaikan peringatan secara jelas pada label suatu produk, namun 

konsumen tidak membaca peringatan yang telah disampaikan kepadanya, atau 

dapat pula terjadi bahwa peringatan itu telah disampaikan tetapi tidak jelas 

atau tidak mengundang perhatian konsumen untuk membacany~. Dalam kasus 
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ER Squibb & Sons Inc. V Cox, pengadilan berpendapat bahwa konsumen tidak 

dapat menuntut jika peringatannya sudah diberikan secan:: jelas dan tegas. 

Namun jika produsen tidak menggunakan cara yang wajar dan efektif untuk 

mengkomunikasikan peringatan itu, yang menyebabkan konsumen tidak 

membacanya, maka hal itu tidak menghalan~i pemberian ganti kerugian pada 

konsumen yang telah dirugikan. 

Selain perigatan instruksi yang ditujukan untuk menjamin efisiensi 

penggunaan produk, juga penting untuk mencegah timbulnya kerugian bagi 

konsumen. Pencantuman informasi bagi konsumen yang berupa instruksi atau 

petunjuk /prosedur pemakaian suatu produk merupakan kewajiban bagi 

produsen agar produknya tidak dianggap cacat (karena ketiadaan informasi 

atau informasi yang tidak memadai). Sebaliknya, konsumen berkewajiban 

untuk membaca, atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian 

atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan. 

Walaupun terdapat kewajiban bagi konsumen untuk mengikuti instruksi 

penggunaan suatu produk, namun instruksi tersebut tidak selamanya dipatuhi 

oleh konsumen, misalnya untuk penggunaan suatu produk ( obat~obatan) oleh 

dokter atau berdasarkan etiket produk tersebut telah diberikan instruksi bahwa 

pemakaiannya hanya dalam dosis tertentu, misalnya satu tablet per hari, namun 

konsumen sendiri yang tidak mematuhi instruksi tersebut. Kesalahan 

konsumen dalam penggunaan produk, juga banyak terjadi pada penggunaan 

obat be bas ( obat tanpa resep ). V/ alaupun obat be bas terse but adalah obat yang 
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dinyatakan oleh para ahli aman dan manjur apabila digunakan sesuai petunjuk 

yang tertera pada label beserr~a peringatannya namun permasalahannya adalah 

mengobati diri sendiri dengan menggunakan obat bebas sesungguhnya 

bukanlah aktivitas yang mudah, sederhana dan selalu menguntungkan, karena 

tanpa dibek~li dengan pengetahuan yang memadai, tindakan tersebut dapat 

menyebabkan terjadinya ketidaktepatan penggunaan obat, yang bukannya 

menyembuhkan tetapi jnstru memperparah penyakit, memperburuk kondisi 

tubuh atau menutupi gejala yang sesungguhnya menjadi ciri utama penyakit 

yang lebih serius dan berbahaya. 

Instruksi yang disampaikan kepada konsumen suatu produk memang -

paling banyak berkaitan dengan produk obat-obatan, karena produk obat

obatanlah yang akan lebih banyak menimbulkan kerugian manakala konsumen 

melakukan kesalahan (ketidaksesuaian instruksi) dalam mengkonsumsinya. Ini 

bukar1 berarti bahwa produk lain tidak membutuhkan instruksi tentang cara 

pemakaiannya, karena terhadap banyak produk lain, instruksi tersebut juga 

tetap dibutuhkan oleh konsumen, karena setiap produk yang memiliki 

kemungkinan menimbulkan kerugian manakala tetjadi penggunaan secara 

keliru seharusnya memiliki instruksi tentang cara pemakaiannya. 

C. Pengertian Merias Pengantin 

Arti pentingnya riasan dalam sebuah pesta pernikahan sangatlah 

;Penting.Ketika calon pengantin memutuskan untuk mengadakan sebuah pesta 
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pemikahan, dimulai dari rencana yang panjang. Mulai dari menentukan hari, 

,. membuat sederet undangan, mentukan model riasan, mencari siapa yang akan 

merias, menentukan budged rias, mencari catering atau menghubungi wedding 

planner.37 

Dari semua proses tersebut, rias menjadi saat paling penting. Sekalipun 

semua acara terencana dengan baik, kalau menentukan riasan dan siapa yang 

merias kurang tepat, maka calon pengantin bisa kecewa. Riasan memegang 

peran penting, karena dengan riasan, perias berusaha menyajikan riasan yang 

terbaik sesuai keahliannya dalam merias pengantin. 

D. Para Pihak Dalam Peristiwa Merias Pengantin 

Pihak-pihak dalam peristiwa merias pengantin meliputi: 

1. Salon pengantin. 

Adalah pihak yang menyelenggarakan rias pengantin, termasuk penyediaan 

semua alat merias, pakai dan juga segala yang berhubungan dengan dengan 

ikhwan tata rias pengantin selama upacara perkawinan berlangsung, 

2. Pasangan yang akan melangsungkan perkawinan. 

Pasangan yang akan melangsungkan perkawinan adalah pasangan yang 

akan dirias. 

37 Sekarpaes.Blogspot, "Arti Pentingnya Rias an Pengantin", 
http://sekarpaes. blogspot. com/2011/03/arti-pentingnya-rias-pengantin.html, Diakses tanggal 25 
Agustus 20 13. 
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A. Kesimpulan 

BABIV 

KESIMPULAN DAN SARAN 

1. · Prosedur perjanjian rnerias pengantin di Kecarnatan Medan Helvetia 

Kota Medan dilakukan beroasarkan kebiasaan yang berlaku di bidang 

kegiatan periasan pengatin rneliputi sernua aspek kosrnetika dan juga 

pakaian pengantin. 

2. Sistern pernbayaran dalarn perjanjian rnerias pengantin di Kecarnatan 

Medan Helvetia Kota Medan dilakukan secara cash dan tunai, dirnana 

panjar diberikan setelah tercapainya kesepakatan dan sisanya diberikan 

setelah acara pengimtinan selesai dilaksanakan. 

B. Saran 

1. Untuk rnengantispasi terjadinya kerugian dari rnasing-rnasing pihak 

hendaknya dalarn hal perjanjian merias pengantisin dilakukan 

berdasarkan suatu sistem perjanjian yang dilakukan secara tertulis atau 

kalau perlu dalam jurnlah yang sedernikian besar maka dilakukan di 

depan notaris sehingga perjanjian tersebut rnenjadi lebih kuat. 

2. Sistem pembayaran yang selama ini dilakukan hendaknya tetap 

dilaksanakan karena pernbayaran arnat sangat penting dalarn kelang-

sungan usaha merias pengantin. 

74 
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3. Penyelesaian sengketa secara musyawarah hendaknya dapat 

dipertahank:.m oleh para pihak apabila timbul sengketa di belakang hari. 
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